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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Istilah Good Corporate Governance (GCG) pertama kali muncul sekitar 

tahun 1970 di Amerika Serikat, setelah terjadi beberapa skandal korporasi dan 

praktik korupsi dalam perusahaan. Beberapa tindakan penyalahgunaan dalam 

pengaturan prinsip good corporate governance yang dilakukan oleh para organ 

perusahaan tidak hanya dapat menyesatkan perusahaan, tetapi juga masyarakat.
1
 

 Good Corporate Governance (GCG) bukanlah sesuatu hal baru dalam 

manajemen korporasi, tetapi di Indonesia GCG merupakan suatu fenomena baru 

di dalam tata kelola korporasi, dan ini muncul sejak pasca krisis tahun 1997. Awal 

GCG di Indonesia diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan International 

Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recorvery pasca krisis. Salah satu 

perusahaan yang telah memiliki pedoman GCG adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), hal ini terjadi karena fenomena banyaknya tindakan kolusi, korupsi, dan 

nepotisme dalam perusaan, sehingga perlu diambil suatu inisiatif adanya 

pengaturan prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang 

baik.
2
 

                                                           
 1

 Ridwan Kharandy Dan Camelia Malik. 2007. Good Corporate Governance (Pemikiran 

Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum). Yogyakarta: Kreasi Total Media, 

hlm. 60 

 2
 Siti Nurhasana. 2010. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam 

Persero. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 3. Hlm. 135. Diakses melalui  

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/862 pada tanggal 23 September 2023 pukul 

13.01 WIB. 

 

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/862
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 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 

Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa 

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN yaitu badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3
 

BUMN memerlukan pedoman tata kelola untuk mengatur jalannya kegiatan 

perusahaan sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola 

Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Good Corporate 

Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara 

pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) yang 

memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau 

korporasi.
4
 Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para 

pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Selain 

terdapat pengertian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG), dalam 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-

2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi 

Signifikan Badan Usaha Milik Negara.  
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 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara 

 4
 Indonesia. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 

Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan 

Usaha Milik Negara.  
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 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata 

Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 

menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah 

BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 

yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 

oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
5
 PT memiliki sejumlah 

keunggulan, salah satunya adalah perlindungan hukum bagi pendiri dan pemegang 

sahamnya yang dijamin. Prosedur pendirian PT harus sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, beberapa ketentuan 

dalam UUPT telah mengalami perubahan melalui pengesahan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (UU Cipta Kerja). 

 Menurut UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 

angka 22 yang menyatakan bahwa: kerugian negara/daerah adalah kekurangan 

uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6
 maka memiliki pengertian 

yang mengarah ke tindak pidana korupsi dan jika dikaitkan lagi dengan Undang-
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 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 

Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan 

Badan Usaha Milik Negara 
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 Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta. 
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Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dalam penjelasan umum menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud 

adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang 

tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala 

hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 

pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di 

daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan 

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan 

modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara
7
, maka sangat erat 

dengan tindak pidana korupsi. 

 Kaidah sebagai pedoman sikap tindak atau perikelakuan manusia karena 

hasrat manusia untuk hidup layak, patut, pantas, dan teratur. Akan tetapi, ukuran 

dan pandangan mengenai kehidupan yang demikian itu tidaklah selalu sama. Oleh 

karena itu, diperlukan pedoman atau patokan agar kehidupan bersama ini tidak 

menjadi tidak pantas dan tidak teratur.
8
 

 Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks 

pemberantasan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

di Indonesia menjadi perhatian krusial dalam menghadapi tantangan korupsi yang 

dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut. Penulisan ini 

                                                           
 7

 Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara. Jakarta. 
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 Saut P. Panjaitan. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Erlangga.Hlm. 33 
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secara mendalam mengkaji bagaimana pengaturan prinsip GCG dapat efektif 

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 GCG menjadi landasan penting dalam pengelolaan BUMN yang sehat dan 

bertanggung jawab. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab, keadilan, dan keterbukaan informasi, menjadi pedoman utama 

dalam mengurangi risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Pengaturan prinsip 

GCG di BUMN mencakup struktur organisasi yang jelas, mekanisme pengawasan 

yang efektif, serta kebijakan yang mendukung integritas dan profesionalisme yang 

berarti untuk mencegah korupsi, perusahaan harus menyebarluaskan perilaku dan 

kegiatan anti korupsi, menandatangani pernyataan anti korupsi, dan juga 

memantau kegiatan tersebut.
9
 

 Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tren 

penindakan kasus korupsi BUMN sepanjang tahun 2016-2021 yang dirilis pada 

tanggal 21 Maret 2022. Hasil pemantauan menunjukkan lingkungan BUMN 

sangat rawan akan korupsi. Jumlah kasus korupsi yang disidik oleh aparat 

penegak hukum mencapai 119 kasus dengan 340 tersangka. Berdasarkan data 

yang dihimpun, 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN tersebut menyebabkan 

kerugian negara hingga Rp. 47,9 triliun. 
10

 

                                                           
 9

 Saptono. P. B. dan Purwanto. D, 2022, Analisis Ketidakefektifan Good Corporate 

Governance Dalam Pencegahan Korupsi Di BUMN, Jurnal Antikorupsi, Vol. 8 No. 1 Hlm. 134. 

Diakses melalui https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/870/178/3118 pada 

tanggal 5 September 2023 pukul 15.01 WIB. 

 10
 Indonesia Corruption Watch, 2022, Kasus Korupsi Di Lingkungan BUMN: Marak Dan 

Rawan Pada Sektor Finansial, diakses melalui https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-

lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 

14.25 

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/870/178/3118
https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial
https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial
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 Korupsi telah menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi 

perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga 

negara. Penyimpangan prinsip Good Corporate Governance (GCG) seringkali 

menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi di Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) seperti pengambilan keputusan tidak transparan, konflik kepentingan, 

dan mekanisme pengawasan yang tidak efektif. 
11

 

 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang, sebagai salah 

satu BUMN terkemuka di bidang logistik terutama pengelolaan dan 

pengembangan pelabuhan, relevan untuk mendukung data yang telah 

dikumpulkan dengan melakukan pengumpulan data melalui website resmi milik 

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Pengumpulan data 

dilakukan sesuai dengan topik dan permasalahan penelitian ini yang diharapkan 

dapat diungkapkan sejauh mana prinsip GCG dalam mencegah tindak pidana 

korupsi. Dalam konteks inilah penelitian ini akan mencoba memahami berbagai 

aspek, seperti kebijakan GCG yang telah diadopsi, mekanisme pengawasan, serta 

komitmen manajemen untuk menghadapi tantangan korupsi. Faktor-faktor 

pendukung dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengaturan prinsip 

GCG juga akan dianalisis, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam 

tentang tantangan yang dihadapi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 

2 Palembang dan BUMN lainnya dalam mencegah tindak pidana korupsi. 
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 Rizqi Yurice Prastika. 2020. Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero). 

Jurnal Idea Hukum. Vol. 6 No. 1 Hlm. 134. Diakses melalui 

http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/134 pada tanggal 5 September 2023 pukul 

12.31 WIB. 
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 Diharapkan hasil dari skripsi ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi 

perusahaan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Rekomendasi yang 

dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat upaya 

pemberantasan korupsi pada BUMN di Indonesia. Selain itu, hasil dari studi ini 

diharapkan akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengaturan 

prinsip GCG telah berhasil mencegah tindak pidana korupsi di BUMN.

 Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan rekomendasi-

rekomendasi yang konkret untuk memperkuat implementasi GCG dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN, serta mendorong upaya 

kolaboratif antara pemerintah, BUMN, dan lembaga terkait dalam menciptakan 

lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul 

“PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BUMN DI 

INDONESIA” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada BUMN di Indonesia? 



8 

 

 
 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pada 

BUMN di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai dua hal, yaitu: 

1. Mengkaji dan Menganalisis Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada BUMN di Indonesia  

2. Mengkaji dan Menganalisis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak 

Pidana Korupsi pada BUMN di Indonesia 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Terdapat dua manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini, 

yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum, mengenai Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik dalam pelaksanaannya. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang berguna baik bagi penulis, perusahaan terutama 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun masyarakat luas mengenai prinsip 

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 
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E. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari sebuah penelitian, yang 

mengambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan 

membatasi area penelitian.
12

 Sebagai gambaran secara jelas dan menyeluruh 

mengenai Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan sebagai 

upaya pemberantasan korupsi pada BUMN serta untuk menghindari agar 

pembahasan skripsi ini tidak terlalu melebar, maka ruang lingkup penulisan 

skripsi ini dibatasi sampai pada persoalan yang sesuai dengan rumusan masalah 

yang diteliti serta mengenai Good Corporate Governance atau Tata Kelola 

Perusahaan sebagai upaya pemberantasan korupsi pada BUMN, yaitu 

implementasi Prinsip GCG Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

Pengaturan Implementasi Prinsip GCG dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dalam BUMN. 

 

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual 

dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh 

dari bahan hukum dan analisis bahan hukum itu sendiri.
13

 Maka dari itu, teori 

yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Teori Good Governance 
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 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm. 111 
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 M. Syamsudin, 2007, Operasional Penelitian Hukum.  Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, hlm. 61 
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 Teori Good Governance adalah konsep yang berkembang untuk 

mengidentifikasi prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang dianggap dapat 

membawa pada pemerintahan yang baik dan efektif. Salah satu tokoh yang 

dianggap sebagai pencetus atau pelopor konsep ini adalah World Bank (Bank 

Dunia), terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. Organisasi ini secara aktif 

mendorong praktik-praktik good governance sebagai bagian dari upaya reformasi 

pemerintahan di negara-negara penerima pinjaman mereka. 

 World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, 

sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 

dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi 

tumbuhnya aktivitas usaha. 

 Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan melalui laporan 

yang dikenal sebagai Cadbury Report oleh Cadbury Committee. Corporate 

Governance memiliki banyak definisi yang terkait, dan pengertiannya dapat 

bervariasi sesuai dengan kepentingan institusi, penulis, negara, dan tradisi yang 

menggunakannya. Sebagai contoh, International Finance Corporation (IFC) 

mendefinisikan Corporate Governance sebagai struktur dan proses yang 

digunakan untuk menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan. 
14

 

                                                           
 14

 Mangkusuryo, Y., & Jati, A. W. 2017. Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan.Vol. 7 No. 2. 

Hlm. 1067-1080. Diakses melalui https://www.neliti.com/id/publications/227040/pengaruh-

https://www.neliti.com/id/publications/227040/pengaruh-mekanisme-good-corporate-governance-terhadap-manajemen-laba
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 Menurut Wibowo, Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu 

konsep yang dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan 

meraih keuntungan yang substansial dari investasi mereka. Oleh karena itu, 

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mengurangi biaya 

konflik antara manajemen perusahaan dan investor, serta mengurangi terjadinya 

biaya agensi yang muncul akibat konflik tersebut. GCG dianggap sebagai salah 

satu pilar utama dalam sistem ekonomi pasar. Implementasi GCG tidak hanya 

mempromosikan persaingan yang sehat, tetapi juga menciptakan lingkungan 

usaha yang kondusif dan produktif. Hal ini dianggap penting untuk mendukung 

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
15

 

Berikut adalah beberapa elemen kunci dari Teori Good Governance: 

1) Partisipasi: Masyarakat sipil dan warga negara harus dapat berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan 

mereka. Partisipasi ini mencakup hak untuk memberikan masukan, 

memberikan pendapat, dan memengaruhi kebijakan. 

2) Keterbukaan (Transparansi): Informasi yang relevan harus tersedia secara 

luas dan mudah diakses oleh publik. Transparansi membantu mencegah 

korupsi dan memungkinkan pemantauan oleh pihak ketiga. 

                                                                                                                                                               
mekanisme-good-corporate-governance-terhadap-manajemen-laba pada tanggal 21 Desember 

2023 pukul 14.02 WIB 

 15
 Iestyn Kelvianto, Ronny H. Mustamu. 2018. Implementasi Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang 

Manufaktur Pengolahan Kayu. . Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan. Vol. 6, No. 2. Hlm. 1. 

Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-

good-corpor-e6724f2f.pdf pada tanggal 25 desember 2023 pukul 14.03 WIB 

https://www.neliti.com/id/publications/227040/pengaruh-mekanisme-good-corporate-governance-terhadap-manajemen-laba
https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf
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3) Akuntabilitas: Institusi pemerintah dan individu yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan sumber daya publik harus akuntabel. Hal ini mencakup 

pertanggungjawaban terhadap publik dan mekanisme pengawasan 

independen. 

4) Responsivitas (Responsiveness): Pemerintah harus responsif terhadap 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses pengambilan keputusan harus 

cepat dan efisien. 

5) Keadilan dan Keterwakilan (Equity and Inclusiveness): Setiap kelompok 

masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap layanan dan 

keputusan pemerintah. Tidak boleh ada diskriminasi dan semua kelompok 

masyarakat harus diwakili secara adil. 

6) Efisiensi dan Efektivitas: Pemerintah harus bekerja secara efisien dan 

efektif dalam melaksanakan kebijakan dan programnya. Sumber daya 

harus digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. 

7) Hukum dan Keadilan (Rule of Law): Penegakan hukum harus adil dan 

konsisten. Hukum harus menjadi dasar bagi tindakan pemerintah dan 

semua warga negara harus setara di hadapan hukum.
16

 

 

2. Teori Badan Usaha Milik Negara 

 Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 

Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan 

                                                           
 

16
  Bayu Kharisma. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa 

Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Vol. 19, 

No. 1 Hal. 9. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/44240-ID-the-role-of-

government-and-its-provision-on-the-quality-of-education-the-case-of.pdf pada tanggal 21 

November 2023 pukul 12.35 WIB 

https://media.neliti.com/media/publications/44240-ID-the-role-of-government-and-its-provision-on-the-quality-of-education-the-case-of.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/44240-ID-the-role-of-government-and-its-provision-on-the-quality-of-education-the-case-of.pdf
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Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, terdapat pengertian dari Badan 

Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN yaitu badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diidentifikasi empat unsur yang 

menentukan pengertian BUMN, yakni:
18

 

1. BUMN merupakan badan usaha 

 Badan Usaha diartikan sebagai organisasi yang memiliki tujuan mencari 

keuntungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BUMN sebenarnya 

merupakan entitas bisnis yang fokus pada pencapaian laba. Konsep ini secara jelas 

ditegaskan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023, yang menetapkan bahwa BUMN memiliki 

peran sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Fungsi 

tersebut diterapkan di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perkebunan, 

kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, 

transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.
19

 

2. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

                                                           
 

17
 Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi 

Signifikan Badan Usaha Milik Negara 
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 Indonesia. Pasal 1 angka 58 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi 

Signifikan Badan Usaha Milik Negara 
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 Ciri utama yang membedakan BUMN dari perusahaan swasta lainnya 

adalah kepemilikan modal oleh negara, baik secara penuh maupun mayoritas. 

Untuk tetap dianggap sebagai BUMN, negara harus memiliki kontrol atas 

minimal 51% dari modal tersebut.
20

 

3. Modal BUMN melalui penyertaan langsung  

 Modal BUMN merupakan kepemilikan negara yang berasal dari 

penyertaan langsung, mencerminkan bahwa negara memasukkan dana langsung 

ke BUMN tanpa melibatkan pihak lain. Karena melibatkan penyertaan langsung, 

negara turut serta dalam menanggung risiko keuntungan dan kerugian perusahaan. 

Investasi atau penanaman modal adalah fondasi krusial dalam memajukan 

ekonomi suatu negara yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan 

berkelanjutan, yang membutuhkan aliran modal secara berkesinambungan.
21

 

4. Modal negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

 Pasal 1 angka 58 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan 

Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, menjelaskan 

Kekayaan negara yang dipisahkan merujuk pada kekayaan negara yang berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang nantinya digunakan 

                                                           
 

20
 Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi 

Signifikan Badan Usaha Milik Negara 
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 Saut P. Panjaitan. 2010. Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu 

Keniscayaan Konstitusi Ekonomi. Vol. 7 No. 2. Hlm. 53. Diakses melalui 

https://media.neliti.com/media/publications/111638-ID-politik-pembangunan-hukum-di-bidang-

inve.pdf pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 18.21 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/111638-ID-politik-pembangunan-hukum-di-bidang-inve.pdf
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sebagai modal penyertaan negara dalam Persero, Perum, dan entitas perseroan 

terbatas lainnya. Dampak dari ini adalah bahwa pengelolaan kekayaan BUMN 

tidak lagi tunduk pada kendali sistem APBN. 

3. Teori Tindak Pidana Korupsi pada BUMN 

 Istilah korupsi di Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda, yakni 

corruptie yang mengandung arti perbuatan korup atau penyuapan.
22

 Secara 

harfiah, Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi mengacu pada tindakan yang 

tidak baik karena penuh dengan kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat 

disuap, tidak bermoral, bahkan menyimpang dari kesucian 
23

 

 Teori korupsi menurut Jack Bologne terdiri dari faktor-faktor penyebab 

korupsi yaitu keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), 

dan pengungkapan (expose). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan 

berkaitan dengan individu pelaku korupsi. 
24

Organisasi, instansi, atau masyarakat 

luas dalam keadaan tertentu membuka Faktor Kesempatan melakukan 

kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang 

hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau 

                                                           
 22

 Ermansjah Djaja. 2010. Tipologi Tindak Pidana Korupsi. Bandung: CV. Mandar Maju. 

Hlm. 23 
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 Gurtarto Widodo, Nur Sa’adah. 2018. Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah 

Mengakar di Partai Politik Republik Indonesia. Jurnal Hukum. Vol. 2 No.2 Hlm. 127. Diakses 

melalui https://media.neliti.com/media/publications/322322-upaya-melepas-budaya-korupsi-yang-

telah-3432fc99.pdf pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 11.00 WIB. 
 

24
 Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2022. Wujudkan Budaya Anti Korupsi Di 

Lingkungan Kanwil Djkn Kalimantan Barat. Diakses melalui 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-berita/27944/WUJUDKAN-BUDAYA-

ANTI-KORUPSI-DI-LINGKUNGAN-KANWIL-DJKN-KALIMANTAN-BARAT.html pada 

tanggal 22 Februari 2024 pukul 19.01 WIB. 
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konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan 

melakukan kecurangan.
25

 

 Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan 

masyarakat demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, korupsi seringkali terkait 

dengan pejabat publik, pegawai pemerintah, dan bahkan pengusaha yang 

memanfaatkan wewenang dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri 

atau orang lain termasuk dalam perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 
26

 

4. Teori Penanggulangan Kejahatan  

 Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan 

istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter 

Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “criminal policy” sebagai berikut :   
27

 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)  

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)  

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass 

media)  

                                                           
 25

 Universitas Medan Area. Teori-Teori Penyebab Korupsi. Diakses melalui 

https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi/ pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 15.01 

WIB 
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 Jeremy Pope. 2008.  Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Transparency 

International. Hlm. 2 
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 Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan 

Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 3 

https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi/
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 Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar 

dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non 

penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, 

upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam 

kelompok upaya “non-penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat 

“repressive”(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, 

sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan 

sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga 

dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas 

dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas 

preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang 

telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga 

pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat 

dilakukan seara preventif dan represif.  

a. Upaya Preventif  

 Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. 

Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah 

pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik 
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kembali, sebab bukan saja diperhitungkang segi biaya tapi usaha ini lebih mudah 

dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.  
28

 

b. Upaya Represif  

 Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang 

ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
29

 Penanggulangan dengan upaya represif 

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

 Korupsi merupakan persoalan yang amat kompleks dan selalu menarik 

perhatian dari berbagai kalangan, terutama di negara-negara yang sedang 

berkembang. Korupsi menjadi masalah yang tak pernah pudar dari berbagai 

belahan dunia dan telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Seiring 

dengan perubahan zaman, korupsi yang sebelumnya hanya dilakukan oleh 

individu kini telah berkembang menjadi praktik kelompok, bahkan dalam bentuk 

                                                           
 

28
 Syahrul Gunawan, Hamsir, Muhammad Anis. 2021. Peran Tim Pengawal,Pengaman 

Pemerintahan,Danpembangunan (Tp4d) Kejaksaan Negerisinjaidalam Mencegah Tindak Pidana 

Korupsi. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2 Hlm. 491. Diakses melalui https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22756/11878 pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 

10.20 WIB. 
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https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22756/11878
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22756/11878
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korporasi. Hal ini menuntut para ahli hukum untuk mengantisipasi perkembangan 

tersebut dalam menetapkan tanggung jawab pidana bagi korporasi.
30

 

 Dampak dari berkembangnya hukum pidana korporasi menghasilkan teori 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbeda dengan pertanggungjawaban 

pidana bagi individu, pertanggungjawaban pidana korporasi awalnya bergantung 

pada doktrin respondeat superior, yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat 

bertindak sendiri dalam kejahatan, dan hanya agen yang bertindak atas nama 

korporasi yang dapat dikenai hukuman. Dengan demikian, pertanggungjawaban 

korporasi merupakan bentuk tanggung jawab atas tindakan agen atau vicarious 

liability, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau agen 

yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.
31

 

 Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama adalah teori identifikasi, yang 

mengakui bahwa tindakan anggota korporasi yang berkaitan dengan korporasi itu 

sendiri dapat dianggap sebagai tindakan langsung dari korporasi. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) mengadopsi teori 

identifikasi. Kedua adalah teori strict liability, yang mempertanggungjawabkan 

korporasi tanpa memperhatikan siapa yang melakukan kesalahan, hanya 

berdasarkan undang-undang. Ketiga adalah vicarious liability, yang menegaskan 
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 Santoso, Singgih. 2018. Konsep Dasar Dan Aplikasi SEM Dengan Amos 24. Jakarta: 

Alex Media Kumputindo. Hlm. 23 
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 Raganatha, Berinda S. 2017. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi 

Yang Melakukan InsiderTrading Dalam Pasar Modal. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 2. No. 1 

diakses melalui https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/1245/851 pada tanggal 

1 Februari 2024 pukul 15.08 
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hubungan antara pemilik dan pelayan atau antara prinsipal dan agen, dan bahwa 

seseorang yang bertindak melalui orang lain dianggap bertanggung jawab atas 

tindakan itu.
32

 

G. Metode Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. 
33

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 

normatif atau penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan yang 

timbul dalam penulisan skripsi ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah: 

a.  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang diketengahkan. 
34

Dalam skripsi ini penulis 

melakukan pendekatan penelitian dengan cara menelaah undang-undang 

yg berkaitan dengan prinsip good corporate governance dan tindak pidana 

korupsi pada BUMN, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

                                                           
 

32
 Sutan Remy Sjahdeini. 2017. Ajaran pemidanaan : tindak pidana korporasi & seluk 

beluknya. Jakarta: Kencana. Hlm. 245 

 33
 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Prenadamedia 

Group, hlm. 35 

 
34

 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Prenadamedia 

Group, hlm. 60 



21 

 

 
 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 1 

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 

Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan 

Usaha Milik Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang 

terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. 

b.  Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

 Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

di dalam ilmu hukum
35

, dalam skirpsi ini penulis melakukan pendekatan 

penelitian dengan cara membaca literatur-literatur yang ada untuk 

memperkuat data atau argumen yang penulis buat dalam skripsi ini 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

  Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini akan didapatkan dengan mengumpulkan 

bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai 

penunjang didalam membuat skripsi ini, yang terdiri dari:  

a) Bahan Hukum Primer (primary resource/authoritative records) 

yaitu bahan- bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman hukum: 

1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara  

2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 

4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 

Nomor  Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan 

Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 

b) Bahan Hukum Sekunder (secondary resource not authoritative records) 

yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap 

bahan hukum primer seperti: 

1) Buku-buku  

2) Hasil-hasil penelitian 

3) Jurnal 

4) Artikel-artikel 

c) Bahan Hukum Tersier (tertiary resource) 

yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan 

terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti 

berasal dari: 

1) Kamus 

2) Ensiklopedia 

3) Internet 

Bahan hukum penelitian juga didukung dengan melakukan pengumpulan 

data melalui website resmi milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 

Palembang. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan topik dan permasalahan 

penelitian ini. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

            Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi 

kepustakaan / studi dokumen. Teknik ini iala metode pengumpulan dan melalui 

membaca, meneliti, mengkaji literatir, perundang-undangan, dokumen, serta hal-

hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang dikumpulkan serta dilakukan pengolahan yang 

selanjutnya dikaji melalui penggunaan pendekatan normatif kualitatif, yaitu 

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya.
36

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Pada penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah dengan cara 

berpikir deduktif, yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. 
37
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